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KEEIJAEAN SEEOLAH
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Nomor 035 /SK/SD-SY/II1/2019

Menimbang:

da

E

bahwa Megara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap
WATES

negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
45351 mannsia;

bahwa anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam
dirinya melekatharkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsamemiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat
khusus yang menjamin kelangsunganeksiztensi bangsa dan negara pada masa
depan;

bahwa agar setiap anak kelak mampn memikul tanggung jawab tersebut, maka
ia perlumendapat Ekesempatans yang selnas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara-optimalbailk fisik, mental maupun sosial, dan berakhlalk
mulia, perlu _dilakukan  upaya perlindunganserta untuk mewujudkan
kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan, terhadappemenuhan hak-
haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

bahwa kekerasan terbadap anak semakin meningkat, yang terjadi di semua
lingkunganmmboh kembangnya terntama di rumah dandi lingkungan sekolah;
bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan
dukungankelembagaan dan peratiran di tngkat sekolah vang dapat menjamin
pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, by ¢, d, e, dan f perlu
ditetapkanPeraturan Sekolah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat.:

1,

LAl Sl L

o

Undang-undang Dasar Hegara Republik [ndonesia Tahun 1945 Amandemen
Pasal 28 (2b) tentang perlindungan-anak dari kekerasan dan diskriminasi
danPazal 31 tentang sistem pendidikan nasional , Pasal 34 ayat 2 tentang Sistem

Jaminan Sosial,

Undang-undang Momor 4 Tahun 1973 teniang Eesejahteraan Anak
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-undang Momor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(LembaranMNegara republik Indonesia Tahun 2003 Nomeor 78, Tambahan
Lembaran Negara [ndonesialomor 4301)

Undang-undang Momor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalamPendidikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan
Nasional[Lembaran MNegara Republik [ndonesia Tabun 2005 HNomor 42,
Tambahan lembaran NegaraBepublik Indonesia Nomor 4575]).

10, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar [(Lembaran

2
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Negara Republikindonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863].

11.Peraturan Pemerintah MNomer 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahanlembaran MNegara BRepublik Indonesia Nomor 5105,
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 656 Tahun 2010
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157,

12, Kepumsan Presiden Momor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak
Anak.

13, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3
Tahun 201 ltentang Partisipasi Anak dalam Pembangunan Daerah,

14, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4
Tahun 201itentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Partisipasi Anak dalam
Pembangunan Daerah,

15, Peraturan Menteri Pemberdayaan Ferempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5
Tahun 201 ltentang PemennhanHak Fendidikan Anak.

16, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Momor 10
Tahun2011 tentane Kebijakan Penanganan Anak Beckebutuhan Fhusus,

17, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempunan dan Perlindungan Anak
Nomor 11Tahnn 2011 tentang Eebijakan Pengembangan Kota Kota Layak Anak.

18, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomord2Tahun 2011 tentang Indikator Kota,/Kota Layak Anak.

19, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
nomor 13Tahun 2013 tentang Parduan Pengembangan Kota,/ Kota Layak Anak.

20, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 14Tahun 2011 tentanz Panduan Evaluasi Kota /Kota Layak Anak.

21, Kesepakatan Eersama antara Departemen Sesial Rl Departemen Hukum dan
HAM RlDepariemen Pendidikan Nasional RI, Departemen HKesehatan BRI,
Departemen Agama Rldan Kepolisian Negara Bl tentang Penanganan Anak yvang
Berkonflik dengan Hulum padaTahun 2009,

22, Kesepakatan Bersama antara Hementerian FPembepdayaan Perempuan dan
Perlindungandnak ‘Rl dengan Kememirian Pendidikan Nasiomal Bl nomor
013/MEN.PP.PANVIN Z010dan Nomor O9/VIHI/EE,/2010 tentang Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender danPengarusutamaan Hak Anak Bidang Pendidikan.

23, Kepmendiknas nomor 044072002 tentang Dewan FPendidikan dan Komite
Sekolah;

24, Peraturan Dasrah Mo 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak.

25, Peraturan Daerah Eota Semarang No 5 Tahun 2016 tentang Penanganan Tindak
Kekerazan terhadapPerempuan dan Anak;

Dengan Persstujuan Bersama:
KOMITE SEKOLAH
dan
KEPALA SEEOLAH DASAR PANGUDI LUHUR SANTO YUSUP
EECAMATAN SEMARANG SELATAN
MEMUTUSEAN DAN MENETAPEAN:
KEBIJAEAN SEKDLAH TENTANG FERLINDUNGAN ANAK
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EAB1
EETENTUAN UMUM
Pasall

Dii dalam peraturan sekolah ini, yang dimaksud dengan-

1.

2

3.

o

10.

11.

12,

13.

14,

15,

16.

Amnak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas]) tahun, termasuk
anak yang maszih di dalamkandungan.

Siswa adalah seorang anak sebagal peserta didik perempuan dan laki-laki yang
masih aktif di dalamkegiatan belajar mengajar di 5D PL Sante Tusup.

Anak dalam Sitwaszi Darurat adalahanak yang menjadi pengungsi, anak sshagai
korban bencana alamataw pun konflik sosial, serta anak yang berada dalam sitwas
konflik bersenjata.

Anak Penyvandang Disabilitas adalah Anak vang memilild keterbatasan fisik
mental, intelakiual, atausenzorik dalam jangka wakin lama yang dalam berinteraksi
dengan linglungan dan sikap masyarakamyadapat menemul hambatan yang
menyulitkan untuk berpartisipast penwh dan efektdf berdasarkankesamaan hak
Anak yanz memiliki kepnggulan adalah anak yang mempunyal kecerdasan luar
biasa, ataw memilikipotensi dan/atan bakat isGmewa.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak vang berkonflik dengan hn
Eum, anak yangmenjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi zaksi tindak
pidana.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia pang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orangua, keluarga, masgarakat, gurn dan semua warga ssekelah,
pemerintah, dan Negara;

Kuoasa asuh anak di sekolah adalah kelmasaan vang dimilikiPendidik dan Tenaga
Kependidikan [PTE)di lingkungan sekolah unink mengasuh, mendidik, memelihara,
membina, melindungi, danmentmbnhkembangkan anak sesual dengan agama yang
diamminya dan kemampuan, bakat, sertaminatnys;

Pendidik dan tenaga kependidikan adalabKepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah,
PetugasPerpustakasn dan pegawai Tara Uzaha;

Komite sekolah adalah badan mandird vang mewadahi peran serta masyarakat
dalam rangkameningkatkan -muty, pemerataan, dan efisiensi  pengelolaan
pendidikan di saman pendidikan, baik padapendidikan pra sekelah, jalur
pendidikan sekolah maupan jalur pendidikan di loar sekalah;

Orang tua adalah ayah danyataw ibu kandungz, atan ayah dan/ataun ibu G, atan
ayah dan/atau ibu angkat;

Waliadalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankankekmnasaam
asuh sebagai Orang Tuaterhadap Anak;

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agardapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabatkemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khnsus adalah suatm bentuk perlindungan yvang diberikan kepada
anak dalam situasi dankondisi tertentuperlindungan yang diterima oleh Anak
dalam situasi dan kondisi tertentu untukmendapatkan jaminan rasa aman terhadap
ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuhkembangmya.
Kekerasanadalah sefiap perbunatan terhadap anak yang berakibat tmbulnya
kezengsaraan ataupenderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atan penelantaran,
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termasuk ancaman untuk melalukan perbuatan, pemaksaan, atan perampasan
kemerdekaan secara melawan hulkam,

17, Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, hijan,
inklusif dan nyamanbagi perkembangan fisik, kognisi dan psikososial anak
perempuan dan anak laki-laki termasuk anak yangmemerlukan pendidikan Ehusus
dan/ atau pendidikan layanan khosos;

18. Informasi layak amak di sekolah adalah informasi yang dibutuhkan untuk
mendukung prosespembelajaran dan peningkatan kemampuan serta wawasan
anak yang sesuai dengan aturan kesusilaan dankepatutan di masyarakat;

19, Non-diskriminazi adalah perlakunan yang tidak membeda-bedakan sukm, ras,
agama, golongan, jeniskelamin, budaya, bahasa, paham politik, asal kebangzaan,
status hukum anak, uwratan kelahiran anak, statusekonomi, kondisi fisik dan/atan
mental anak, serta faktor-faktor lainnya;

20. Kepentingan terbaik bagi amak adalah zegala upaya dan pengerfian yang
menempatkan anak sebagaipertimbangan utama dalam  setiap pengambilan
keputusan dan fatam kebijakan, program, dan kegiatan;

BAETI
ASAS, PRINSIF DAN TUTUAN
Pasal 2

Penyelengearaan Perlindungan Anak berasazkan Pancasila dan berlandaskan Undang
Undang Dazar Republik Indonesia Tahun 1945.

Fasal 3
Prinsip-prinsip bak anak di sekolah sebagaimana Prinsip Hak Anak di dalam Kenvensi
Hak Anak yanz meliputi:
a, Non Diskriminasi

. Kepentingan terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
d. Penghargaan terhadap pandangan anaks

Pasal 4
Tujuan dari peraturan Perlindungan Anak Di Sekolah ini adalah untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak siswa S0 PL Santo Yusup agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secarad optimal sesnal dengan harkat danmartabat kemanosiaan,
serta mendapatikan perlindungan dar kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anakindonesia yvang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

EBAEBIII
HAR-HAK SISWA DI SEKOLAH

Fasal &
Setiap siswa yang berada di lingkungan sekolah ini berhak untuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang, danberpartisipasi secara wajar sesual dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan darikekerasan dan diskriminasi,

(5
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Pasal &
Setiap siswa berhak atas suatu nama yang baik sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraannya

Pasal 7
Setiap siswa berhak memperoleh pendidikan dalam rangka pengembangan pribadinya
dan tingkat Eecerdaszannyasesuai dengan minat dan bakatnya tanpa terkecuali
termasuk anak berkebutuhan khusus, yaitm anak cerdasistimewa serta anak yang
memiliki kekurangan fisik maupun mental,

Pasal 8

(1] Setiap siswa berhak menyatakan pendapatnya atau pandangan-pandangannya
secara bebas terutamaterhadap hal-hal yang mempengarhi tumbuh kembang dan
kepentingan terbaik sizwa.

(2] Untuk tojuan ayat (1) di atas, siswa secara khusus akan diberi kesempatan untuk
menyampaikan pendapatdan pandangan-pandangannya terkait kebijakan sekolah
vang mempengarubi diri siswa, baik secaralangsung manpun melalui perwaldlan
yang sesual dengan aturan atan takd carayang adayberlakon

(3] Pendapat dan pandangan siswa bagi kemajuan sekolah dan bagi kepentingan
terbaik siswa diperdmbangkansesnal dengan usia dan kematangan mereka,

Pasal 9
(1) Setiap sizwa berhak menerima, mencari, dan mendapatkan nformasi yang layak
sesuai dengan tingkatkecerdasan dan nsianya demi pengembangan dirinya serta
sesuai dengan nilai-nilal kesusilaan damkepatutan,
(2] Penyelengzaraan Informasi Layak Anak dan pengsunaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi [TIE) bagiziswa di sekolah akan diatur dalam ketentuan selanjutmya.

Fasal 10
Setiap siswa berhak untuk beristrahat dan memanfaatkan wakiu lnang, bergaul dengan
anak yang sebaya,bermain, bevekreasi, dan berkreasi sesual dengan minat, bakat, dan
tingkat kecerdasannya demi pengembanzandiri

Pasal 11
(1] Sediap anak berhak mempgeroleh perlindungan. dari sasaran penganiayaan,
penyiksaan, atau pemberianzanksiyangiidak manusiawi
(2] Pemberian sanksi kepada siswa harus bersifat mendidik
(3] Beniuk dan ketentuan pemberian sanksi yang bersifat mendidik akan di atur dalam
ketentuan selanjumya,

Pasal 12
Jika terdapat siswa dard 5D PL Santo Tusupyangberkonflik dengan hukum (ABH) dan
mendapatkan ancaman pidana dimanakasus dan kejadiannya terjadi di sekolah, maka
siswa yang bersangkutan mendapatkan hak-hak perlindungankhusus dari sekolah
berupa:
(1] Pendampingan dan mengupayakan bantuan hukum ataw bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapanupaya hukum yang berlaku;
(2] Setiap siswa 5D PL Santo Yusup yang berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan
hukum [ABH) berhakdirahasiakan identitas dird dan keluarganya.
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Fasal 13

(1] Setiap siswa 5D} PL Santo Yusup yang menjadi kerban kekerasan yang berat atan
korban kejahatan seksual berhakdirahasiakan identitas dirl dan keluarganya.

(2] Setiap siswa 5D PL Santo Yusup yang menjadi kerban kekerasan yang berat atan
korban kejahatan seksual yang terjadidi linglungan sekolah berhak mendapatkan
bantuan hukum dan bantuan lainmya

(3] Perlaknan dan penanganan terhadap siswa yang menjadi korban kekerasan yang
berat atan korbanksjahatan seksunal di lingkungan 5D PL Santo Tusupakan diatar
dalam ketentuan selanjuinya.

Pasal 14
(1] Setiap siswa 5D PL Santo Yusup berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan
keselamatan dari makanan berbahayadan penyalahgunaan narkotka, alkchel,
psikotropika dan zat adiktiflainnya
(2] Jaminan keselamatan dari makanan berbahaya dan penyalahgunaan narkotika,
alkohol, psikotropika dan zatadikisf lainnya akan diator dalam  keteniuan
selanjuimya,

Fasal 15
(1) Setiap siswa SIN BL Santo Yusap berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan
keselamatan dalam situasidarurat
(2] Upaya perlindungan dan jaminan keselamatan siswea S0 PL Santoe Yusup dalam
situasi darurat akan diztur dalamketeniean selanjumya.

BAEIV
EEWAIEAN SISWA DI SEKOLAH

Fasal 16
Dalam kebijakan Perlindungan Anak di S=kolah ini, setiap siswia SD PL Santo Yusup
berkewajiban untuk:
Menghormati erang twa, wali, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
Menyayangi teman dan menghindari adanya permusahan;
Mencintai tanah air, bangsa, dan gereja;
Mengikuti kegiatan kerehanian sesnai cin khes sekolah;
Melaksanakan efika dan akhlakyang mmliaydan
Mencintai makhluk hidup dan kehidupan sekitarnya; dan
Mentaati Tata Tertib dan Peraturan Sekolah

mee DR

BAEBV
EEWA[IEAN, TANGGUNG JAWARE DAN PERAN SERTA PARAPIHAK

Bagian Satu
Umum
Pasal 17

Kepala Sekolah, Homite Sekolah, dan Orang tua/Wali adalah penanggungjawab
langsung penyelengearaanperlindungan anak di sekolah,
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Eagian Dua
Eewajiban Dan Tangzung Jawab Pihak Sekolah

Paszal 18
Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak
asasi setiap anak tanpamembedakan sukw, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik,
budaya dan bahasa, status hubum anak, wrutankelahiran anak, dan kondisi fisik
danfatau mental.

Pazal 19
(1} Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan
kebijakan, peraturan, program,pembiiayaan, penyediaan sarana dan prasarana
dalam penyelengzaraan perlindungan anak,
(2) Pihak Sekolah berkewajiban dan bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan
perlindungan anak

Bagian Tiza
Hewajiban Dan Peran Serta Komite Sekolah

Paszal 20
(1} Komite S5skolah berkewajiban memberikan dukungan kebijakan, peraturan,
program, pembiavaanpenyedidan sirapa dan prasarana dalam penyelenggaraan
perlindungan anak
(2) Komite Sekolah berkewajiban dan bertanggnnz jawab mengawasi penyelenggaraan
perlindungan anak.

EBagian Empat
Eeswajiban Dan Tangzong Jawab Grang Tua/Wali

Pa=alil
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untk:
4. Mengasuh, memalihara, mendidik, dan melindungi anak;
b, Menumbuhkkembangkan anak sesnai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
¢, Mencegah terjadinya perkawninan padansia anak-anak,
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekert pada anak

(2} Dalam hal orang tua ddak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena
snatn sebab, tdak dapatmelaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka
kewajiban dan tanggung jawab sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat beralih
kepada keluarga, wali, atau orang tna angkat, yang dilaksanakansesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakn.

EAR VI
SARANA DAN PRASARANA LAYAK ANAK DI SEKOLAH

Pazal 22
Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan kepentingan
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terbaik bagi anak, sekolahharus menjadi/menerapkan model Sekolah Ramah Anak

dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Memiliki sarana penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBEM) yang ramah anak

{2) Menyediakan mang bermain dan beraktivitas bagi anak yang aman, nyaman, kreatif
serta rekreatf di lnarkegiatan formal sekolah,

(3] Sarana dan prasarana layak anak akan diatur dalam ketentuan selanjutnya,

BAE VII
REELOMPOK EER]JA PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH

Paszal 23
Dalam rangka meningkathkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah,
Peraturan PerlindunganAanak ini mengamanatkan dibentuknya Eelompeok Eerja
Perlindungan Anak di Sekolah (Pokja PAS) vangbersifat independen.

Pazal 24
Heanggotaan Pokja PAS

(1) Keangpotaan Kelompok KHerja Perlindungan &nak di Sekolah terdiri dari 1 [satu}
orang ketna, 2 (dua)orang sekretaris, dan 32 orang angeota.

(2) Eeangeotaan Pokja PAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur
Pihak Sekolah, KomiteSekolah, Pemerintdh Kelurahan, tokeh masyarakat tokeoh
pemuda, dan kelompok masyarakatketerwakilan anak yang peduli terhadap
perlindungan anak.

(3] Keanggotaan Pokja PAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1] dan ayat (2) bersifat
sukarela wangdiangkat dan diberhbentiban oleh Eepala Sekeolah  dengan
pertimbangen dari Komite Sekolah, unimmk massjabatan 3 (dga) tahun, dan dapat
diangkat kembali untuk 1 [satw) kali masa jabatan.

{4) Eetentuan lebih lanjut mengenai kelenghkapan organisasi, mekanisme kerja, dan
pembiayaan ditetapkandengan Surat Kepuiusan Kepala Sekolah,

Pazal 25
Tugas Pokok dan Fungsi Pokja PAS
(1) Kelompok Kerja Perlindungan Anak di Sekolab bermgas:
4. Melakukan penyadaran tentang Perlindungan Anak di Sekelah
b. Melakukan pencegahan atas pelanggaran Hak-hak anak di sekolah
¢, Menerima pengaduan terjadinya-kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan
perlakuan salah terhadap anakdari warga sekelah;

d. Melakukan penanganan dan rujukan jika terjadi kasus kekerasan berat dan
kejahatan seksual di sekolah;

e. Melakukan monitering dan evaluasi terhadap penyelensgaraan perlindungan
anak;

f Memberikan laporan, saran, masukan, dan perfimbangan kepada Kepala
Sekolah dalam rangka perlindungan anak di sekolah,

(2] Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Pokja PAS menyelenggarakan fungsi-fungsi:
4. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan  data dan  informasi
penyelenggaraan perlindungan anak disekolah;
b. Menyusun kebijakan berkaitan dengan perlindungan anak di sekeolah
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¢ Melaksanakan kebijakan perlindungan anak di sekolah;

d. Membina dan menjalin kerjasama dengan parapihak di lwar sekolah
[(Pemerintah Kelurahan, PemerintahKecamatan, Puskesmas, Kepolisian, PPT
dll} dalam rangka penanganan dan pengembangan sistemrujukan [referral
system) kasus kekerasan terhadap anak di sekolah;

e. Mengadakan konsultasi dan penggalian saran masukan dari warga sekolah
maupun  parapihak dan  tenagaprofesional dalam  penyelenggaraan
perlindunzan anak di sekolah,

EABVII
SUMEER PENDANAAN

Paszal 26
Penyelenggaraan Perlindungan Anak di sekolah inmi akan menggunakan dana dan
anggaran yang bersumber dari:
(1) Anggaran Pengeluaran dan Belanja Sekolah;
(2) Anpgaran Pemerintah Daerah Kota/Eota dan Provinsi;
(3) Pendanaan dari Pihak ketiga yang bersifat tdak mengikat;
(4) Pendanaan dari masyarakat.

BABIX
SANKSI-SANES]

Pazal 27
(1) Uniuk lebih mengefeltifian peraturan sekolah ini maka perln dibnat sanksi-sanksi
vang mengikat semuawarga sekolah,
(2] Sank=i yang dimaksudkan dalam ayat (1) adalah:
4. Sanksi administrasi; berupa surat peringatan, peringatan tahap | dan tahap II
serta shorsing darilingkungan sekolah
b. Dilaporksn kepada pengawas sekolah dan Korsatpen selaku Pembina uniuk
mendapatkan pembinaan danpensarahan lebih lanjot.

EAE X
PENUTUF

Pazal 28
Peraturan Perlindungan Anak di Sekolah ini mulai berlakn sejak tangzal ditetapkannya
Peraturan Perlindungandnak di Sekolah ini.

Kebijakan Setoiah tentang Perindungan Anak
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Ditetapkan di Semarang
Padatangzal 25 Maret 2019

Estma Komite Sekolah Kepala Sekolah

5D PL Santo Yusup 5D PL Santo Yusup

Francizkns Denny Setiawan 5. Er. Bonifasins Kazmo R., FIC, 5.Pd.
Tembusan kepada Vih.

1, Kepala Dinas Pendidikan Koto Semarng

2. Camat Semarang Selatan

3. Kapolcek Semarang Selonan

4, Danramil Kecamaban Semarang Selatan

5, Kepala Korsatpen Hecamatan Semarang Selaton
& Hepala Kelurahan Peterongan

7. Kepala Puskesmas Semarang Selatan

8. Ketua Yayasan Pangudl Luhur

8. Arsip

Kobijakar Seiolah tentang Perdindumgar Anak H

Sumber : SD PL Santo Yusup Semarang, 2019
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Lampiran 4

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN
Jatan Dr. Wahidin No. 118, Telp, (024) 8412198, Fax, (024) 8317782

vdte: wom. ik s hataged, e-malt duih samararghona gold

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

kekernszan yang dilalukan oleh guru, pengelola sekolalx
atau  teman-temanya  di dalam  sekolah  yang
beroanglitan, atav lembags pendidikan lainnya®;

¢. bahwa Pasal 70 ayat (2} Undang-Undang Perlindungan
Anak  menyebutkan  “Setiap  orang  dilarang
memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan
mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan
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Mengingat

3L

penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang
menyandang cacat;

bahwa  berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, b, © perfu diterbitkan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan
TK, 5D dan SMP Pelaksana Sekolah Ramah Anak Dinas
Pendidikan Kota Semarang Tahun 2019,

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979  tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonéma  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587,
sebagnimana telah  diubah  beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubshan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesis Nomor
5679|;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dserah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 1408,
tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor
4578,

8, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

| pengelolaan  dan

|Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

12, Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar
Kepala Sekolah,;

13. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar
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Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar |/
Ibtidaivah  |SD/|, Sekolah Menengah Pertama /[
Tsanawiyal (SMP/MTs}, dan Sekolah Menengah Atas /
Aliyah (SMA/MA);

14. Peraturan  Mentert  Pendidikan Nasional Republik
[ndonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

15 Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik
Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan

Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan
Sekalan

21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
53 Tahun 2013 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh
Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah;
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22, Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar
Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

24 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudaysan Nomor
24 Tahun 2016 tentang Kompetensi [ntl  dan
Kompetenst Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Dasar dan Menengah,

25, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 56 Tahum

2013 tentany Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah

ahg Nomor 11 Tahum

\ lolaan Keuangan
':‘*\--:

tentang P lengearaan Pendidikan di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor
5 Hefi £, [AMbaNan Lemoaran LEeran Kota Semarang
Nomor 4);

28, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat
Daerah  Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
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Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 114);

29, Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugss Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota
Semarang;

30. Peraturan  Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 420/3165 Tentang Peraturan Kepala Dinas
Pendidikan tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) Dan
Sekolah Menengah Pertama (Smp) Pelaksana Sekolah

s I?l.,

&

G U RG AN
SEMARANG, TAHUN 2010 '

PERTAMA ] aename” 1aman Kanak Kanak, Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama schagaimana
tereanum  dakin lamplren Repusan il selugal
Pelaksana Sekolah Ramah Anak;

KEDUA ¢ Taman Kanak Xanak, Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama sebagal Pelaksana Sekolah Ramah
Anak akan melaksanakan dengan sebaik baiknya
dalam pembinaan Dinas Pendidikan Kota Semarang
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KETICA

KEEMPAT

Hal-hal yang belum distur dalam keputusan ini akan
diatur  kemudian sesuai dengan  ketentusn dan
peraturan yang berlaku;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
akan ditinjaw kembali apabila di kemudian han
terdapat kekelirvan,

Padn tanggal : 27 Maret 2019
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Lampiran I Surat Keputusan Kepala

Nomeor

Tanggal

Tentang

Dinas Pendidikan Kota

Sermarang

1 420/2325

127 Maret 2019

: Penetapan Taman Kanak
Kanak (TK), Sekolah Dasar
(8D}, Sekolah
Pertama {SMP| Pelaksana
Sekolah Ramah Anak di
Lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Semarang
Tahun 2019,

PELAKSANA SEKOLAH RAMAH ANAK

JENJANG SEKOLAH {

SD) DINAS PENDIDIKAN KOTA

NO KET
1_|SD Ne eta ¥ \

2 {3} uk halahg = _

3 i i02 balaj -

4 |S argpan — batan

5 |SD Sdmbi g | =

6 |S rl Sgmby

7_|s ri \
8 |S§ ri ]
9 IS i ==
10 | SD ti TR
11 |SD} 04 [Temb ST
12 |SD e
13 | SD Ne e Temb 7

14 |SDN 8 J AP % Fi

15 | SD Negeri 02 T

16_| SDI Daarul a

17 | 8D islam Madina embalang

18 | SD Negeri Tembalang Tembalang

19 | SD Al Azam Tembalang

4G | S0 Islam Muruns Sunnah Tembalang
21 | SD Negeri Kedungmundu Tembalang

22 | SD Negeri Sendangmulyo 01 Tembalang

23 | SD Negeri Rowosari 01 Tembalang

24 | SD Negeri Se wo 02 Tembalang

25 | SD Jslam Bilingual Annisa Semarang Tengah

26 | SD Negeri Lamper Kidul 01 Selatan

27 | SD Santo Yusup Semarang Selatan

28 | SD Negeri Tambak Aji 04 Ngaliyan
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NO NAMA | KORSATPEN
29 | SD Marsudirini Ged; Semarang Utara

30 | SD Negeri Pandeanlamper 01 Gayamsan

31 | 8D Negerl Pandeanlamper 03 | Gavamsan

32 | SD Negeri Pandeanlamper 05 | Gayamsari

33 | SD Neperi Sawah Besar 01 Gayvamsarn

34 | SD Negeri Siwalan Gayamsarni

35 | SD Negeri Tambakrejo 02 | Gayamsan

Paca tanggal = 27 Maret 2019

ala Dinas Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang, 2019
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fgitly Kasmo, |

erangkan }
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Report #10871144

BAB IPENDAHULUANLatar BelakangSetiapanak memiliki hak asasi manusia

yang sama dan merupakan hak dasar sebagaianugerah Tuhanyang dibawa sejak

lahir, oleh karenaitu anak-anak tentunyajuga memilikihak asasimanusia yang

sama pula. Hak asasi manusia (HAM) telah diaturdalam Undang-Undang Dasar

Tahun 1945 (UUD 1945). Selainitujuga telah diatur secara

khusus didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (UU HAM). Menurut UUHAM ada 10 macam hak asasi manusia salah

satunya adalah hakuntuk memperoleh pendidikan. Haltersebut

merupakan implementasi dari tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam

alinea4 UUD 1945 yang berbunyi: Kemudian daripadaitu untuk membentuk

suatu Pemerintah Negara Indonesia'yang melindungi segenap bangsa Indonesia

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
. yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadidan keadilan sosial maka

“ disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara

"'Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
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